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PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA  

PEMBUATAN AKTA YANG MENGANDUNG  

UNSUR PENIPUAN 

 

RINGKASAN 

 

Oleh: 

Muhammad Noor Ramadhan 

 

Latar belakang tesis ini yaitu dalam kasus putusan Pengadilan Negeri nomor 

131/pid.b/2015/PN.Bjb yang menjatuhkan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan 

kepada seorang notaris secara sah dan meyakinkan memberikan kesempatan terjadinya 

penipuan kepada korban dengan memberikan tanda tangan dikertas kosong yang 

merupakan draft akta jual-beli yang dimana sertifikat yang dijadikan objek jual beli masih 

dalam anggunan bank tetapi dilakukan jual-beli kepada korban, dimana korban tidak 

mengetahui sertifikatnya sedang dalam jaminan bank karena menurut keterangan notaris 

sertifikat ini tidak bermasalah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik 

membuat sebuah analisis hukum yang mendalam untuk membahas mengenai : (1) 

Siapakah yang bertanggungjawab secara perdata pada pembuatan akta yang mengandung 

unsur penipuan? (2) Apa akibat hukum terhadap akta otentik yang pada pembuatannya 

mengandung unsur penipuan?.S Jenisr penelitiano inic merupakans penelitianw hukuml 

normatifi,  

 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta 

menganalisis mengenai bentuk dan tanggung jawab notaris dan tanggung jawab para 

pihak dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, untuk 

mengetahui dan memahami serta menganalisis mengenai akta yang dibuat dengan 

mengandung unsur penipuan dan dampak terhadap jabatan notaris ketika terjadinya 

perbuatan melawan hukum pada pembuatan akta yang mengandung unsur penipuan. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai bahan informasi dalam kerangka 

pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam disiplin ilmu hukum khususnya 

notaris dan perbuatan  melawan hukum. Dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah selaku 

pembuat peraturan perundang- undangan, notaris selaku penyedia jasa dan para pihak 

sebagai pengguna jasa notaris dalam hal hubungannya dengan kepastian hukum. 



 

viii 

 

Menurutshasil penelitianatesis ini menghasilkan bahwa: pertama, 

Pertanggungjawaban perdata pada pembuatan akta yang menggunakan unsur penipun 

dilakukan oleh notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena 

masuk dalam syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum termasuk pada perbuatan 

yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, sedangkan perilaku penipuan 

yang dilakukan oleh penghadap pada pembuatan akta bertentangan dengan hak subyektif 

orang lain, selain adanya syarat materiil perbuatan melawan hukum adapula syarat 

materiil lainnya yang dapat memenuhi unsur gugatan perbuatan melawan hukum 

keduanya yaitu kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan 

melawan hukum dengan kerugian. Sesuai dengan teori adequat yang mana pembuatan 

akta yang menggunakan rangkaian kebohongan menyebabkan kerugian oleh salah satu 

pihak. Kedua, Akibat hukum bagi akta Otentik yang memiliki cacat kehendak pada unsur 

kesepekatan karena ada penipuan (bedrog) maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut 

berubah menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan apabila pihak yang dirugikan 

membuat gugatan terhadap akta tersebut ke pengadilan. Kemudian  dampak jabatan 

terhadap notaris yang melakukan pembuatan akta menggunakan unsur penipuan dan 

terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan hukumannya berupa pemberhentian 

sementara dari notaris selama menjalani masa penahanan sesuai ketentuan pasal 9 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 
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PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA PEMBUATAN AKTA 

YANG MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN 

 

Oleh: 

Muhammad Noor Ramadhan, Mispansyah, Lena Hanifah 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 104 Halaman 

 

Abstrak 

 

Kata Kunci : Notaris,iAkta Otentik,iPerbuataniMelawaniHukum. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah mengenai siapakah yang 

bertanggungjawab secara perdata pada pembuatan akta yang mengandung unsur 

penipuan dan akibat hukum terhadap akta otentik yang pembuatannya mengandung unsur 

penipuan. 

Metode Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat 

penelitian yaitu preskriptif analitis suatu penelitian yang bersifat secara ilmiah.  

Penelitian ini menemukan bahwa:Pertama, Pertanggungjawaban perdata pada 

pembuatan akta yang menggunakan unsur penipun dilakukan oleh notaris dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena masuk dalam syarat-syarat 

materiil perbuatan melawan hukum termasuk pada perbuatan yang bertentangan dengan 

kewajiban hukum si pelaku, sedangkan perilaku penipuan yang dilakukan oleh 

penghadap pada pembuatan akta bertentangan dengan hak subyektif orang lain, selain 

adanya syarat materiil perbuatan melawan hukum adapula syarat materiil lainnya yang 

dapat memenuhi unsur gugatan perbuatan melawan hukum keduanya yaitu kesalahan, 

kerugian, dan hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan 

kerugian. Sesuai dengan teori adequat yang mana pembuatan akta yang menggunakan 

rangkaian kebohongan menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak. Kedua, Akibat 

hukum bagi akta Otentik yang memiliki cacat kehendak pada unsur kesepekatan karena 

ada penipuan (bedrog) maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berubah menjadi akta 

dibawah tangan dan dapat dibatalkan apabila pihak yang dirugikan membuat gugatan 

terhadap akta tersebut ke pengadilan. Kemudian  dampak jabatan terhadap notaris yang 

melakukan pembuatan akta menggunakan unsur penipuan dan terbukti bersalah 

berdasarkan putusan pengadilan hukumannya berupa pemberhentian sementara dari 

notaris selama menjalani masa penahanan sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 
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